
  

 

 

 

WALIKOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  

NOMOR 3 TAHUN 2023  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 86 
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA 

PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, 
UANG JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA PENUNJANG 

KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA JAMBI, 

Menimbang  :    a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Jambi dalam melaksanakan fungsinya, perlu 
melakukan penyesuaian atas tunjangan transportasi 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Jambi; 

  b. bahwa penyesuaian besaran tunjangan transportasi 
bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Jambi, sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan 

rasionalitas berdasarkan hasil kajian/perhitungan 
dari lembaga penilai independen; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 
86 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan 
Tata Cara Pemberian Penghasilan, Tunjangan 

Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Serta 
Belanja Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor                 5568); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaiamana telah diubaha dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2o2o Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan Dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

  14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 
2017 Nomor 9); 

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 

1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN 
BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
PENGHASILAN, TUNJANGAN  KESEJAHTERAAN, UANG 

JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA PENUNJANG 
KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 4 - 
 

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Pasal 17 dalam Peraturan Walikota 

Jambi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan 

Tata Cara pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, 

Uang Jasa Pengabdian serta Belanja Penunjang Kegiatan bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 86) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

 

(1) Pemberian tunjangan transportasi kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standard harga setempat yang 
berlaku melalui suatu proses kajian atau 

perhitungan besaran. 

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan DPRD 

dalam bentuk kendaraan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada 
tanggal 1 bulan berikutnya. 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud  
padaayat (1) diberikan kepada anggota dalam 
bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan 
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji 

yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. 

(4) Perhitungan besaran tunjangan transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

berdasarkan kajian lembaga penilai 
independen/konsultan jasa penilai publik. 

(5) Besaran Tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap 

bulannya sesuai dengan kajian lembaga penilai 
independen/konsultan jasa penilai publik, yaitu 
sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta 

enam ratus ribu rupiah).         
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. 
 

 Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 14 Februari  2023 

      WALIKOTA JAMBI, 

ttd 

 SYARIF FASHA 

 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal,  14 Februari  2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 

ttd 

A. RIDWAN 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 3   

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA JAMBI 

 

ttd 
 

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 

Jaksa Muda 

NIP. 19860913 200812 1 001 
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